BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR (9 TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF
DAN SUBSTANTIF PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNG MAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal

53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun

2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

43 Tahun 2009 tentang [Kearsipan, yang

menyatakan Lembaga  Negara, Pemerintahan

Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN dan BUMD

wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip;

b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Arsip Nasional
Republik Indonesia Nomor B-PK.02.09/103/2018
Tanggal 13 September 2018 Jadwal RetensiArsip
(JRA) Fasilitatif dan Substantif 14 (Empat Belas)
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Gunung
Mas telah dinilai dan diteliti serta disetujui oleh
pejabat Arsip Nasional Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal

Retensi Arsip Fasilitatif dan Substantif Pemenntah

Menimbang : a.

Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten
Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten

Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah (Lembaran Negara Republik I[ndonesia
Tahun 2002 Nomer 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 t(entang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43595/,
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Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
Undang-UndangNomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3373);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun
2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 228) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata
Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 12 Tahun
2009 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitauf Non
Keuangan dan Non Kepegawaian;

Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun
2012 dan Nomor 1S Tahun 2012 tentang Pedoman
Retensi Arsip Kepegawaian Pegawal Negeri Sipil dan
Pejabat Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 228);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 1 Tahun
2013 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Perekonomian Urusan Pertanian;

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun
2013 tentang Pedoman Retens: Arsip Sekto

Perekonomian Urusan Perdagangan,
L

l"~ i
KABAC YU KU .‘l KASUCSA Y
TS U240

i




13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

- 1R 15

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2013
tentang Pedoman Retensi Keuangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 622)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 28
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2013
tentang Pedoman Retensi Keuangan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1246);
Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun
2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Perckonomian Urusan Kelautan dan Perikanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 661);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun
2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Perekonomian Urusan Penanaman Modal (Berita
Negara Republik [ndonesia Tahun 2014 Nomor 662);
Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 8 Tahun
2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Perekonomian Urusan Lingkungan Hidup (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 663);
Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun
2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Perekonomian Urusan Perindustrian (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 664);
Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 11 Tahun
2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Perekonomian Urusan Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 666);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun
2014 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Kesejahteraan Ralkyat Urusan Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 668);

Peraturan Kepala Arsip Nasicnal Nomor | Tahun
2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Perekonomian Uusan Ketenagakerjaan dan
Ketransmigrasian (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nornor 116);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun
2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Perekonomian Urusan Perencanaan Pembangunan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 117);

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun
2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor
Kesejahteraan Rakyat Urusan Perpustakaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168)%
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23. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 10 Tahun
2015 tentang Fedoman Retensi Arsip Sektor
Kesejahteraan Rakyat Urusan Panwisata dan
Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 172);

24. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun
2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 875) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 16 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala
Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Pedoman Ketensi Arsip Urusan Kesehatan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 322);

25. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun
2015 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan
Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 551);

26. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 47 Tahun
2015 tentang Jadwal Retensi Arsip Nasional
Republik Indonesia (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2093);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun
2016 Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL
RETENSI ARSIP FASILITATIF DAN SUBSTANTIF
PEMERINTAH DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas

2. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4, Pemen:nta.h Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemer}ntahan Daerah yang memimpin pelaksanaah urusantz/
pemernntahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
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BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 22 Jjul 2019

BUPATI GUNUNG MAS,

=

__—____._—-——-"

JAYA SAMAYA MCNONG

Diundangkan di Kuala Kurun,
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,

YANSITERSON

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 45(
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